BAB I
PENDAHULUAN

Kontruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab VI yang terdiri dari Pasal 18, 18A
dan 18B. Berdasarkan konstruksi itu, penyelenggaraan pemerintah dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi dibagi lagt
menjadi dacrah-dacrah kabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota
merupakan daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
Hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah
Iebih diarahkan pada pemenuhan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai
penjabaran UUD 1945 pada Pasal 18, 18A, dan 18B menggariskan bahwa maksud dan
tujuan pemberian otonomi daerah tersebut adalah untuk memacu kesejahteraan,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi
daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan rakyat ditandai dengan penurunan jumlah masyarakat miskin, tersedianya
lapangan pekerjaan, tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai di setiap wilayah;
meningkatnya prakarsa dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah
secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi daerah diharapkan meningkatkan prakarsa dan peran serta masyarakat yang
terlihat dalam partisipasi warga masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah dan
pemilihan umum, ikut sertanya Wwarga masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan
ikut sertanya memelihara hasil-hasil pembangunan; serta memperkuat

pembangunan,

persatuan dan kesatuan bangsa yang berupa kesadaran membantu kesengsaraan atau
srsatuan de

musibah yang dialami masyarakat di tempat lain di Indonesia, tidak diskrimatif, tidak
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Selain hal itu, otonomi daerah diarahkan untuk
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Pengembangan Terltorial Dalam Otonomi Dacral

semakin - banyak - dan memadai,  semakin . banyak investast yang masuk, pendidikgy
masyarakat yang semakin tinggi dan angka ketergantungan yang semakin rendah,

Scbhagai pelaksanaan hak dan kewajiban dacrah (provinsi atau |\nlnumlcn/kulu)
sebagai daerah otonom yang di atur datam UL No, 32 Tahun 2004 Bab IV Bagion Ketig,
Pasal 21 dan Pasal 22 tersebut yaitn mengenai hubungan hak dan kewajiban daeral berupy
hubungan antara penggunaan sumberdaya-sumberdaya (upur) dengan Keluaran (o)
dan hasil (outcome) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara efisien dap
efektif. Oleh karena it sebagai  daerah - otonom  (Kabupaten/kotn) - dibert hak,
berkewenangan dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus rumal angpanya
sendiri. Kepada daerah diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya mengeloly
sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalannya roda pemerintaban, penyedinan
pelayanan publik, dan pembangunan dacrah,

Singkatnya, Pemerintah menetapkan kebijukan otonomi daerah, sedangkan dacral
otonom melaksanakan (fo evercise) kewenangan yang diberikan Pemerintah tersebut.
Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat menpgali sumberdaya yang dimiliki
dacrah yang akan digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara
memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing dacrah
sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan dacrah yang dikelola secara demokratis,
transparan dan akuntabel,

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah pada saat ini
adalah terkait dengan pemekaran dan ataupun penggabungan wilayah yang bertujuan
untuk memperkuat hubungan interaksional antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal
dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Pemerintah Dacrah lebih aspiratif
terhadap aspirasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat menguntungkan rakyat,
sebaliknya ada pula yang tidak responsif terhadap aspirasi rakyat. Dengan interaksi yang
lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah otonomi yang baru, maka
masyarakat sipil diharapkan akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannyd
secara lebih baik sebagai warga negara,

Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi begitu pesat dan
cenderung tidak terkendali. Terdapat 7 (tujuh) propinsi, 135 kabupaten dan 32 kota yang
terbentuk sebagai hasil pemekaran sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh DPD pada

" L aemenlingran
September 2007. Aspek yang kental terasakan adalah justru bermainnya kepentng

i i : o encial rasa iri,
pribadi, kelompok, etnis, agama, budaya yang dipicu rasa kecemburuan sosial,

ambisi untuk menjadi penguasa di daerah dan scbagainya (DRSP, 2007).
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baru yang terdiri dari . ..
o ):( g terdiri dari 7 (tujuh) provinsi, 114 (seratus empat belas) kabupaten dan 27 kota
" ota.
urun waktu 2007 dan 2009 daerah otonomi baru telah bertambah lagi dengan 57

ab i -
kabupaten/kota, sehingga saat ini terdapat 205 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7

provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Pembentukan ini menambah jumlah daerah otonomi

di Indonesia yang totalnya menjadi 524 daerah otonom (33 provinsi, 398 kabupaten dan

93 kota) (Sumarsono, 2010).
ai daerah otonomi baru sebanyak 114 kabupaten

dkk (2007) dibandingkan dengan kabupaten
ebanyak 60

Kabupaten pemekaran sebag

tersebut berdasarkan kajian Yulistiani,
mbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Ada s

induknya berdasarkan pertu
i dari kabupaten

pertumbuhan ekonominya lebih tingg

kabupaten pemekaran yang
han ekonominya lebih

k 54 kabupaten pemekaran yang pertumbu

induknya dan sebanya
abupaten pemekaran yang

rendah dari kabupaten induknya. Hal ini dapat berarti k
onominya lebih tinggi dari kabupaten induknya, mungkin dulunya
pemekaran atau daerah penyumbang

karan. Kabupaten pemekaran yang
emungkinan

pertumbuhan ek
rah yang telah berkembang sebelum

peme
bupaten induknya ada k
atau daerah yang

merupakan dae
pada APBD terbesar bagi kabupaten sebelum
han ekonominya lebih rendah dari ka
yang terabaikan dalam pembangunan
adai (lihat Lampiran 1).

pek ekonomi dalam peme

Mesin Pertumbuhan
ri pertumbuhan wi

dorongan untuk mengejar

pertumbu

sebelumnya merupakan daerah

inya memang kurang mem
karan wilayah adalah suatu

(Growth Machine Theory)
layah adalah

potens

Rendahnya pertimbangan s
kenyataan.Hal ini sesuai dengan Teori
976) mengatakan alasan da

yang dikemukan Molotch (1
dan e eori ini,

yah datang pukan dari K
dihasilkan oleh €

lite ekonomi. Dalam ¢t
ekuatan stru

ksport dan perdagang
litik dari elite (birokrasi) yang siap mengambil
okal [Wolman, 1996 dalam Dawkins (2003)].

gi daerah di Indonesia untuk memekarkan diri

ktural ekonomi atau dari
an. Sebagai

koalisi antara politik lokal
strategi pertumbuhan wila
keseimbangan yang
datang dari koalisi po
angunan ekonomi |

kuat ba
i di daerah, bukan didasar

gutip pendapat Syarif Hidayat (2007), sebagian
k elite politik daerah, bukan atas

tendesi
penggantinya,
keuntungan dari pemb
Teori ini dapat menjadi dasar yang
yang didorong oleh organisasi birokras
ekonomi. Sebagaimana Jeddawi yang men
besar daerah pemekaran dibentuk atas usul sekelompo

usul masyarakat (Jeddawi, 2009).
Hasil studi Departemen [Im

pemekaran wilayah yang selama ini

kan karena alasan

u Ekonomi FEUI (2005) menyimpulkan bahwa
dilakukan ternyata belum secara sungguh-sungguh
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memperhitungkan  aspek  kinerja pembangunan  daerah 1)';ll;l duﬁ ‘1'1.11“?""“. Yang
digunakan cenderung manipulatif dan tidak sesuai dengan SRR ‘»L‘hl"iki-d.““J'" “P"_h”u
daerah baru hasil pemekaran memiliki kinerja yang kurang baik. Hasil studi !c.rschmjuga
menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang ada belum optimal atau ideal dalam
upaya mendukung pencapaian dan tujuan otonomi dacrah. Ukuran optimal pemerintah
dacrah akan tercapai apabila memenuhi kriteria efisiensi, distribusi, demokrasi dan Kinerja
pembangunan (Brodjonegoro, 2006) Selanjutnya daerah pemekaran dalam pembangunan

ckonomi dacrahnya dapat memainkan peran-peran seperti wirausaha (enterpreneyy).

koordimator, fasilitator dan stimulator (Blakely, 1989:69 dalam Kuncoro, 2004:113) Zuna

meningkatkan perckonomian dacrahnya untuk mensejahterakan masyarakat.

Ratmawati (2009) mengutp hastl studi dan ttm Bank Dunia yang menyimpulkan

adanya empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu : |)

motil untuk efektivitas/efisiensi administrast pemerintahan mengingat wilayah daerah
yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan; 2

kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan,

dan lain-lain); 3) adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh undang-undang (disediakan

DAU, bagi hasil dan sumberdaya alam, dan disediakannya sumber-sumber Pendapatan

Asli Dacrah/PAD); 4) motif pemburu rente (burcaucratic and political rent-secking) para

elit. Di samping itu masih ada saty motif “tersembunyi™ d

an pemekaran dacrah, yang olch
Ikrar Nusa Bhakti disebut seb

agal gerrvmander, yaitu usaha pembelahan/pemekaran
daerah untuk kepentingan parpol tertentu. Contohnya adalah kasus pemckaran Papua oleh

pemerintahan Megawati (PDIP) dengan tujuan untuk memecah suatu partai lawan.

Persoalannya: apakah kabupate

n pemcekaran tersebut berhasil mewujudkan tujuan
dari peme

Karannya? Hingga taraf ini, dapat dikatakan bahwa tumbuhnya dacrah-daerah

otonom  baru tersehut cenderung  menghadirkan  masalah daripada manfaat pada

pertumbuhan ckonomi. kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh

karena itu perlu diteliti, b

agaimana kabupaten pemekaran pada saat sckarang, apakah
berh

asil mewujudkan tujuan awal pembentukan daerah otonom atau tidak.

Berdasarkan masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut

1. Pemekaran wilay

a an
ah dalam isu organisasi birokrasi sebagai “lahan” perluasan lapang
ke

, . g na
T3, seperti dikemukakan Jeddawi (2009) pemekaran daerah lebih menarik kare

: jabat-
dampak dari pemekaran daerah banyak membuka peluang bagi masuknya peJ?

-
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pejabat baru, ataupun jabatan publik. Jeddawi (2009) memberi kesimpulan bahwa

pemekaran daerah memakmurkan pencari jabatan di daerah.

2. Isu pelayanan publik yang meningkat yang menjadi alasan utama dari pemekaran
wilayah ternyata tidak dapat dipenuhi. Piliang, dkk (2003) mencatat, pengaduan
masyarakat tentang pelayanan publik sekitar 70% dari tahun 2001 dan 2002, dan yang
paling tinggi pengaduan tentang pelayanan PLN, sementara pelayanan air bersih
(PDAM) dan mekanisme pembuatan KTP juga mengalami masalah. Di bidang
pendidikan, 38% bangunan di Lombok Barat sudah tidak layak pakai tapi
dipaksanakan dipakai. Di Bandar Lampung (basis industri) 50% bangunan pendidikan
juga mengalami kerusakan. Sebelum otonomi daerah, sarana proses belajar mengajar
seperti pengadaan buku, kapur tulis dan bangku sekolah, buku panduan dan buku
wajib untuk pelajaran setiap tahun rutin datang ke masing-masing sekolah, tetapi
setelah otonomi tidak ada satu buku pun datang ke sekolah. Begitu juga Baswan

(2009) menyimpulkan bahwa Kabupaten Banggai (basis pertanian) dalam

melaksanakan otonomi daerah dari aspek pelayanan dasar belum optimal. Ratnawati

(2009) mencatat, peningkatan pengeluaran Negara tersebut terjadi karena setiap

pembentukan daerah baru memerlukan kantor polisi baru, kantor agama baru, kantor

pengadilan baru, penambahan pegawai baru, dan lain-lain. Ismail (2010) menulis

kabupaten di Kalimantan Timur yang kaya akan SDA, yakni Kabupaten Kutai

Barat—biasa disebut Kubar, kabupaten ini pernah menjadi penghasil emas terbesar di

Kalimantan Timur dengan jumlah produksi mencapai 14 ton emas per-tahunnya.

Namun seakan bernasib serupa dengan Kutai Kartanegara, jumlah penduduk

miskinnya juga menggelembung,
157.847 jiwa. Lain lagi dengan Kabupaten Kutai Timur—Kutim. Jumlah

penduduknya sebanyak 203.156 jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai
98.025 jiwa atau 48,25%, itu artinya nyaris separuh penduduk Kutim, adalah

mencapai 51.267 jiwa dari jumlah penduduk Kubar

penduduk miskin, dan masyarakat miskin tersebut justru berada di sekitar tambang
yang terkonsentrasi di 3 kecamatan yang selama ini menjadi kantung pertambangan
yakni Sengata Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon yang berjumlah 73.981 jiwa
(45,69%) dari 203.156 jiwa, total penduduk Kutim,

3, Isu in-effisiensi dalam .birokrasi pemerintahan  terlihat dari semakin besarnya
pengeluaran rutin pemerintah kabupaten/kota untuk belanja pegawai terhadap total

| . Khusaini (2006 i .

pengeluaran usaini (2006) mencatat, proporsi pengeluaran rutin terhadap total

pengeluaran kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata sebesar 753% sebel
’ elum
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Pengembangan Teritorial Dalam Otonomi Dacra

fiskal (2002). Tetapi berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa secara NOming)
pengeluaran rutin setelah desentralisasi fiskal mengalami peningkatan yYang Sangyy
besar. yaitu rata-rata Rp. 2,9 milyar (tahun 1999) menjadi Rp. 7.8 milyar (tahyy,
2002). Peningkatan pengeluaran rutin yang sangat besar tersebut antary lain
disebabkan oleh melimpahnya beberapa pegawai daerah. Dalam banyak kasus‘
sebagian besar pengeluaran rutin digunakan untuk membayar gaji para gury, Hasi)
penelitian Ratnawati (2006), menyebutkan Kabupaten Belu yang bersifat agraris dan
relatif miskin ini (alamnya panas dan gersang, miskin sumberdaya alam,
penduduknya yang mayoritas petani/berkebun umumnya miskin) proporsi PAD pada
tahun 2003 hanya sekitar 4% dari total APBD. Sebaliknya jumlah DAU sangat besgy.
Sistem DAU ini mendorong daerah untuk melakukan proliferasi birokrasi lokal
(pembengkakan jumlah unit-unit pemerintahan dan jumlah pegawai daerah) untuk
mendapatkan budget yang lebih besar dari Jakarta. Struktur organisasi Pemda Bely,
19 dinas daerah (plus 19 cabang dinas dan unit pelaksanan teknis dinas), lima buap
kantor, lima buah badan terlalu besar “‘gemuk™, tidak efisien/rasional. Di Kabupaten
Bangka dan Padang Pariaman yang lebih ‘kaya’ jumlah dinas kurang dari 15 bua,
Dana dari Negara hampir semuanya terserap untuk membiayai birokrasi pemda, Hal
ini berarti otonomi daerah yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan
demokratisasi masyarakat di daerah, berhenti di pemda termasuk DPRD yang ikut
menikmati anggaran yang cukup besar.
4. Isu lingkungan hidup sebagaimana dikemukakan Ratnawati (2006) memberi contoh,
Pulau Batam sebagai sebuah kawasan industri memiliki dampak positif dan negatif.
Dampak positif itu antara lain berupa terbukanya lapangan kerja,

berkembangnya

perdagangan, dan hidupnya transportasi. Negatifnya di antaranya berupa kerusakan

lingkungan hidup, pengangguran, kriminalitas, dan pelacuran.

5. Isu tata ruang sebagaimana dikatakan Harmantyo (2007) di samping belum dapat
meningkatkan kesejahteraan penduduk daerah setempat, di sisi lain pemekaran daerah

Justru menimbulkan konflik keruangan seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa

Propinsi Sulawesi Barat, perebutan Pulau Berhala antara Propinsi Riau Kepulauan
dan Propinsi Jambi, perebutan salah satu pulau di Kepulauan Seribu antara Propinsi
DKI Jakarta dan Propinsi Banten, Berbagai persoalan tersebut merupakan sebagia®

permasalahan  yang menyangkut pelaksanaan prinsip desentralisasi/otonomi 42"
pemekaran daerah,

1
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Dengan  demikian  timbul - pertanyaan, bagaimana  pengembangan wilayah di
kabupaten hasil pemekaran wilayah yang menjadi dacrah otonom baru selama ini?
Sclanjutnya, latar belakang dan identifikasi masalah tersebut memunculkan rumusan
pertanyaan pencelitian yang berkaitan dengan kajian pemekaran wilayah sebagai daerah
otonom baru dalam pengembangan wilayah di Indonesia sebagai berikut :

1)  Bagaimana tipologi kabupaten pemekaran?

2)  Bagaimana pembangunan ckonomi di kabupaten pemekaran dilaksanakan?

3)  Bagaimana kesejahteraan masyarakat di kabupaten pemekaran dalam?

4)  Bagaimana sosial kemasyarakatan di kabupaten pemekaran?

5)  Bagaimana keberlanjutan sumberdaya alam (SDA)dan lingkungan hidup di
kabupaten pemekaran?

6)  Bagaimana pemekaran wilayah yang scharusnya?

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengkaji pemekaran wilayah sebagai
daerah otonom yang baru dalam pengembangan wilayah di Indonesia dan secara rinci
penelitian bertujuan :

1)  Menganalisis tipologi kabupaten pemekaran.

2)  Menguraikan pelaksanaan pembangunan ekonomi di kabupaten pemekaran.

3)  Menguraikan kesejahteraan masyarakat di kabupaten pemekaran.

4)  Menguraikan sosial kemasyarakatandi kabupaten pemekaran.

5)  Menguraikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kabupaten
hasil pemekaran wilayah.

6) Menyusun rekomendasi kebijakan pemekaran wilayah

Mardiasmo (2002) mengemukakan pemberian otonomi daerah akan mengubah
perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Selanjutnya,
pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai (1) pertumbuhan ekonomi, (2)
pemerataan, (3) keberlanjutan ekosistem (Anwar dan Rustiadi, 2000), serta pelayanan

publik dan pemberdayaan masyarakat.

Ditinjau lebih lanjut kinerja kabupaten pemekaran sebagai daerah otonomi baru yang
dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakat (penduduk miskin), IPM, pelayanan publik,
daya saing daerah dan potensi daerah. Kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan
dari persentase penduduk miskin yang rendah dan hal ini mengindikasikan kinerja

birokrasi yang efisien. Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit
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fungegal vang walaupun tidak dapat mengokuor semui dimens et pembangunan mianusig,
lcia;I‘i mengukur tiga dimenst pokok pembangunan manusia ying mencerminkan statyy
Remampuan dasar (havic capabifities) penduduk, Ketign kemampuan disar it adalah
tingkat Keschatan vang tereermin dengan wmue pangang dan sehat yang mengukur peluan,
hidup, (2) berpengetaluan dan berketerampilan, serta (3) akses tethadap sumberdaya yang,
dibutuhkan untuk mencapai standae hidup layak (Rustindi, er al, 2009) Ketiga ungyy
tersebut tidak berdiri sendivi, melamkan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, 1PMm
yang tinggai secara tidak langsung akan mencerminkan standar pelayanan yang tinggi puly,
Daya saing dacral ourprmya adalah peningkatan perekonomian dacrah dan sebagyi
outcomes adalah Kescjahteraan masyarakat (Yulistiani, ¢f al., 2007), Apabila kesejahteraan
masyarakat dapat dicapai maka pemberdayaan masyarakat telah berjalan dengan baik,
Selanjutnya Kabupaten  pemekaran akan  diteliti- seberapa besar  pertumbuhan

ckonominyayang meliputi tiga komponen, yaitu

L. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang
ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia,
2. Pertumbuhan penduduk, vy

g beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak
jumlah angkatan kerja,

4

3. Kemajuan teknologi.

Pemerataan pendapatan Juga dapat mencerminkan adanya kesejahteraan masyarakat,
Karena pemerataan pendapatan dapat mengurangi kemiskinan. Sosial kemasyarakatan
dapat dikatakan merupakan kelompok  sosial yang mempunyai struktur, mempunyai

norma, yang semuanya tidak timbul dengan sendirinya, tetapi atas das

ar interaksi yang
dinamis dan timbal balik antara orang-orang yang terlibat dalam kehidup

an kelompok itu
(Gerungan,1988).Sosial Kemasyarakat

an akan ditinjau dari persepsi masyarakat terhadap
ang tecjadi. Keberlanjutan ckosistem ak
persepsi masyarakat akan kehancuran SDA d

masalah kebersamaan dan konfliky an dilihat dati
< 2 c
an lingkungn hidup di kabupaten pemekaran.
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